
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan 

menitikberatkan otonomi daerah diletakan pada daerah kabupatan/kota, sehingga ruang 

lingkup otonomi daerah itu bersifat kondisional, artinya tergantung pada tempat dan waktu 

dimana otonomi itu diterapkan, maka perlu sumber-sumber pendapatan hasil daerah agar 

pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan 

daerahnya sendiri, namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan daerahnya.  

Salah satu kewenangan pemerintah dewasa ini adalah kewenangan untuk mengelola 

potensi daerah dan memungut pajak dari hasil daerah dalam rangka memenuhi anggaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang 

diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang meliputi: 

a. Pajak daerah 

b. Retribusi daerah (termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum daerah) 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD 

dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga). 

d. Dan lain-lain PAD yang sah. 

 

PAD ditinjau dari tugas dan fungsi Pemerintah Daerah memiliki arti yang strategis, 

karena di samping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam 

melaksanakan otonominya, akan berkaitan pula dengan tingkat kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana daerah untuk melaksanakan pembangunan 



 

 

daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesehateraan masyarakat. Peningkatan 

kesejahteraan masyrakat akan ditandai antara lain dengan meningkatnya daya beli dan 

kemampuan membayar pajak dan retribusi daerah. 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang salah satunya doitopang oleh PAD, 

tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembagunan 

di Kabupaten Ciamis secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauhmana tugas dan 

kewajiban yang diemban Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam konteks desentaralisasi fiskal 

itu dilaksanakan. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPJMD) Kabupaten Ciamis 

Tahun 2014-2019 disebutkan bahwa salah satu faktor internal yang menjadi kelemahan 

Kabupaten Ciamis adalah PAD masih rendah, kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah 

belum diupayakan secara optimal. 

Dalam Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten 

Ciamis Tahun 2014-2019 juga disebutkan bahwa secara garis besar sumber pendapatan daerah 

Kabupaten Ciamis masih sangat tergantung dari sumber dana perimbangan. Meskipun sumber 

PAD yang ada terus meningkat dari tahun ke tahun, namun kontribusinya terhadap struktur 

pendapatan dalam APBD Kabupaten Ciamis masih relatif kecil. 

Dalam Strategi Pembanunan Daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 

2009-2014 disebutkan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan perencanaan 

pembangunan Kabupaten Ciamis adalah adanya upaya sumber-sumber keuangan lainnya. 

Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis 

dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, antara lain: 

1. Terbatasnya belanja modal dalam rangka perbaikan infrastruktur perekonomian, sehingga 

pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil belum berkembang secara pesat. 



 

 

2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi membayar pajak dan retribusi yang 

telah ditetapkan. 

3. Beberapa potensi pendapatan daerah belum dikembangkan secara maksimal. 

4. Belum akuratnya data dan wajib PBB dan masih banyaknya tunggakan PBB yang belum 

dapat direalisasikan. 

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari PAD, upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, antara lain: 

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta Sistem Operasional Pemungutan 

Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah serta penambahan fungsi dan sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah khususnya 

dalam hal penatausahaan PBB dan BPHTB,  yang pada Tahun 2014 menjadi Pajak Daerah, 

sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 ; 

2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi 

sumber yang potensial, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan serta pajak 

Sarang Burung Walet dan ditambah dengan Pajak Air Tanah yang merupakan pelimpahan 

dari Provinsi; 

3. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan instansi 

vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan; 

4. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan 

daerah; 

5. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain, melalui upaya 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah meliputi sosialisasi, pembinaan, 

koordinasi, pengawasan dan evaluasi.   



 

 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana 

yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi dan sosial daerah serta unsur 

legalitas. Dalam undang-undang tersebut, pemerinah daerah diizinkan untuk memungut jenis 

pajak, diantaranya adalah pajak sarang burung walet. 

Pemerintah Kabupaten Ciamis merespon Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak 

Sarang Burung Walet.  Di Kabupaten Ciamis tercatat 46 orang yang memiliki usaha sarang 

burung walet dan kapinis. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ciamis bahwa potensi Pajak Sarang Burung Walet mengalami penurunan 

hal ini dapat dilihat pada tabel. 1.1. sebagai berikut: 

Tabel.1.1.  

Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dan Kapinis Tahun 2013-2015 

 

Tahun Target Realisasi 

2013 15.000.000,00 1.960.000,00 

2014 2.167.000,00 1.800.000,00 

2015 800.000,00 815.00,00 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Ciamis Tahun 2016 

Potensi penerimaan pajak sarang walet dan kapinis di Kabupaten Ciamis berdasarkan 

tabel 1.1. mengalami penurunan hal ini disebabkan kemorosotan produksi sarang walet dan 

kapinis akibat melemahnya daya dukung lingkungan, menurunnya serangga sebagai makanan 

dari burung walet dan kapinis, dan terpisahnya pangandaran dari Kabupaten Ciamis, dimana 

Pangandaran merupakan penghasil sarang burung walet dan kapinis terbesar di Kabupaten 

Ciamis. Dengan menurunnya potensi penerimaan pajak sarang burung walet maka 

kontribusinya terhadap PAD semakin sedikit. 



 

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis bermaksud untuk melaksanakan 

penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: 

Potensi Penerimaan Pajak Sarang Walet dan Kapinis dalam Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Ciamis (Studi kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ciamis). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka permasalahan ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Sangat kurangnya kontribusi sarang burung walet dan kapinis terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Ciamis. 

2. Masih minimnya jumlah wajib pajak sarang burung walet dan kapinis di Kabupaten 

Ciamis. 

3. Penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis yang belum terealisasi dengan baik.  

 

1.3. Rumusan  Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis di Kabupaten 

Ciamis? 

2. Bagaimana pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis? 

3. Bagaimana potensi penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis dalam Peningkatan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 



 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis: 

1. Potensi penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis di Kabupaten Ciamis. 

2. Pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis. 

3. Potensi penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis dalam Peningkatan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Ciamis. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Kegunaaan Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara 

konseptual dan pratikal dalam pengembangan konsep ilmu administrasi negara khususnya 

bidang perpajakan. 

1.5.2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambahan pengetahuan dan pengalaman serta justifikasi terhadap Potensi penerimaan 

pajak sarang burung walet dan kapinis dalam Peningkatan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Ciamis. 

b. Bagi  Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis 

Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

Sebagai sumber informasi dan rujukan bagi adik tingkat ataupun peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti atau mengembangkan penelitian dengan masalah yang sama. 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang, dengan tujuan Negara Indonesia 

adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur 



 

 

dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sumber pendapatan 

negara untuk membiayai pembangunan tersebut dapat bersumber dari pajak, ekspor dan 

bantuan. 

Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga Negara dalam 

pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka 

peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. salah satu penerimaan sumber daerah adalah 

pajak sarang burung walet dan kapinis. pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan 

diharapkan dapat menempati kedudukannya sebagai sumber penerimaan yang potensial. Pajak 

sarang burung walet dan kapinis merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya 

diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga pemerintah daerah yang 

bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai 

pembangunan daerahnya masing-masing. (Istiyanto, 2011) 

Pajak sarang burung walet dan kapinis di Kabupaten Ciamis dapat memberikan 

pengaruh dan kontribusinya yang sangat berarti (signifikan) bagi penerimaan pajak daerah 

Kabupaten Ciamis. Dengan adanya pemberlakuan Undang-undang tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong sumber pendapatan asli daerah Kabupaten 

Ciamis.  

Menurut Fitri dalam Halim (2012:199) menyatakan bahwa:  

Potensi penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis umumnya didefinisikan 

sebagai sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya dipungut oleh instansi 

pemungut pajak pada periode (tahun) tertentu, berlandaskan pada peraturan atau 

perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut 

atau daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau 

kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. 

  

Pengertian pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pengertian pajak adalah “Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 



 

 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

Pajak Daerah menduduki urutan pertama dalam hal besarnya kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu sumbangan pajak daerah berperan besar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis pajak tersebut adalah Pajak sarang 

burung walet dan kapinis. 

Menurut pasal 1 undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah dan menurut pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 

8 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet bahwa “Pajak sarang burung walet adalah 

pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dan kapinis”. 

Dimana “walet dan kapinis adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocolia 

fucliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi”. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, restribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja atau 

pengeluaran pembangunan daerah, karena pembangunan daerah tidak dapat terlaksana dengan 

baik apabila tidak didukung biaya yang cukup. 

Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa: “Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

Mardiasmo (2012:132) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan 

yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 



 

 

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga di kemukakan oleh Widjaja dalam 

Halim (2012 : 177), yakni sebagai berikut : 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, 

retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti 

bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain. 

 

Menurut Halim (2012 : 5) menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Sektor 

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat 

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan 

daerah.  

Teori penghubung yang menghubungkan Pajak Sarang Burung Walet dan Kapinis 

dengan Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pendapatan 

asli daerah (PAD) bersumber dari: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah. 

Jadi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah harus 

meningkatkan sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak Daerah, 

Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Sarang Burung Walet dan Kapinis merupakan salah 

satu komponen dari sumber Pandapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah. Dengan 

demikian, Pajak Sarang Burung Walet dan Kapinis merupakan salah satu komponen yang 

berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis. 



 

 

Dengan demikian maka Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh penerimaan Pajak 

Sarang Burung Walet dan Kapinis, semakin tinggi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan 

Kapinis semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Bertolak dari kerangka pikir di atas, 

maka penelitian ini dapat digambar ke dalam bentuk gambar kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.1. 
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